‘BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR O5. TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

m

bahwa Ret busi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan

Daerah;

b. bahwa kebijakan Retribusi Dae.ah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keaailan, peran serta masyarakat, dar
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah,;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini
dipedomani kepada Undang-Ungang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi sebagaiman telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuaikan kembali;

d. bahwa berdascrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Jasa Umum;

"~ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran
- Negara Republik lndonesna Momor 3851); "‘ ‘

‘ B, Undgng -Undang. | ‘Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
| i i (Lembaran Negara Repgbhk Indonesia Tahun 1999 Nonﬁor 154 Tambahan
te Lembaran Negar? Repubhk Indonesia Nomor 3881); i;
) 6. Undang Undang Nompr 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
ST & Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan KaQupaten Humbang
C [k Hastndutan di Propms: Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

L o ~ Indohesia Tahun 2003I ‘Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara

|
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Un;di,ang-Undang 1‘.Nomc§fr‘_ 17 Tahun 2003 tentang l%‘euénqan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .

Undang-Undang Nomor' 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
nomor 63, tambahan lembaran Negara republic indonesia Nomor 4634),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

"~ Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor
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124, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4674);
Undang-Unde \g Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia
(Lembaran N 2gara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan
lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 12 I<"un 2006 tentang Kewarganegaraan
Indonesia (Lembaran Negara Repu>lik Indonesia tahun 2006 nomor 63,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3258),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049),

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1989 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan : Kewenangan Provinsi sebagai :Daerah Otonom
(Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran
Negara Republik l,ndon;es'gg Nomor 3952); T

Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian
Kerusakan Lingkungan, Tanah untuk Produksi Biomassa;

Perqa;ltur'!an Pemeriintghi IF,};I.Nomor 82 Tahun 2001 ten‘ti'ang Pengelolaan
Kualitas Air'dan Pengendalian Pencemaran Air; ‘ o

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pehﬁ:ngkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nor.‘ﬂ‘pr 89, Tgmbéhla‘lnyil'v.',"hﬁbaran Negara Republik Indonéﬁia 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertika| di'Daerah (Lembaran Negara Republikiindonesia Tahun

1988 Nomor 10, T?rﬂb 'Hén Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

onTM. | s
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Daérah (Lembaran Neg ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembqran Negara Republik Indonesia Nomor| 4593
Peraturan Pemerintah Npmor 38 Tahun 2007 tentang Rembaguan Urusan
Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun
200? Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
Peraturan Pemerintah Nornor 69 tahun 2010 tentang tentang Tata Cara
Pemberian di'n Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Da:rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
Peraturan Menteri Dalam Negeri No,~or 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman
Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga
Kartu dan Formulir Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk; ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan' Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Penerimaan lain-lain;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Orgamsas: dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias. Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nomor 01 Tahun 2012); |

Dengan}persletujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

U

netapkan
la

PERATURAN DAERLAH1TENTANG RETRIBUSI JASA UM

Dalam Peraturan D3 erah ini, yang dimaksud dengan :

4

dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN

| _ ;!z‘l M‘ I
| |, BABI B
% " KETE’N‘T|UAN UMUM e
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Pasa! 1

MNaarah adalah Kahunaten Nias Selatan;
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Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan;
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undaingan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang men ebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi.

Jasa Umum adalah jasa vang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah dengan i.iuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk  melakukan
pembayaran retribusi ;

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial, dan bentuk badan lainnya.

Pasar Ternak adalah Pasar Ternak beserta fasilitas yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah;

Retribusi Pasar Ternak yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Ternak dan fasilitas
yang tersedia atau diselenggarakan oleh Pemerintah;

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu
sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga
Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; =

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui
pendafataran :

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK ada!ah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah
anggota keluarga;;

Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu Warga ‘Negara Asing
pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Republik Indonesia;

Akta Catatan Sipil, adalah akta otentik yang diterbitkan Pemerintah
Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian,
kematian serta pengakuan dan pengesahan anak;

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus
diberikan oleh Badan Usaha, Perorangan/Pribadi dan Pemerintah.
Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa
penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.:

Tempat Pembuangan | ‘Sampah Sementara, selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat untuk menampung sampah hasil- pengumpulan dari
lingkungan kelurahan/Desa/Kecamatan.

Transfer Depo. adalah tempat pemindahan sgmentara untuk
menampung pengumpulan sampah dari. - lingkungan
Kelurahan/Kecamatan ’

Tempat Pembuangan‘ lAkhur selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah

Persn adalah sebldang tanah baik berupa tanah ]kosong maupun
bangun.?n ,

Sampah adalah Ilrﬁbah yang berbentuk padat atau‘ setengah padat
yang berasal dari keg|atan manusia, terd|r| darn bahan 0" gamk dan
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Petugas 2 alah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Kantor untuk
melakukai. pungutan retribusi.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi_ui.‘uk memanfaatkan pelayanan fasilitas
pasar temak ; _

Karcis/ Tanda masuk atau ‘dokumen lain yang disamakan adalah
dokumen yang merupakan tanda pembayaran retribusi pasar ternak;
Surat Keterangan jual beli adalah dokumen yang menyatakan telah
terjadi jual beli ternak di pasar ternak;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS ) yang
selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti,
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristis,
komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut,
dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Penyedia jasa pengolaan persampahan adalah orang pribadi atau
badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan sampah. -

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang pengelolaan persampahan.

Lintasi teknis. adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.

izin pelayanan: pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan
untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

Kelahiran Umum adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan
sebelum kelahiran tersebut lewat 60 (enam puluh) hari;

Pencatatan Kelahiran® Terlambat adalah kelahiran yang pencatatanya
dilaksanakan setelah tersebut lewat 60 (enam puluh) hari;

Pencatatan Kelahiran ;Dispensasi adalah pencatatanikelahiran khusus
bagi Penduduk yang tanggal lahirnya 28 Desember 2006 kebawah;
Pencatatan. Perkawinan Biasa adalah pencatatan perkawinan yang
dilaksanakan sebelum 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal
pemberkatan perkawinan yang bersangkutan di lemb’gga agama yang
bersangkutan; 1. i

Pencatatan Perkawinan Terlambat adalah pencatatan perkawinan yang
dilaksanakan setelah: 60 (enam puluh) hari kerja- sejak tanggal
pemberkatan perkawinan yang bersangkutan di lembaga agama yang
bersangkutan; . N

Pencatatan pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan ‘oleh penduduk
yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana
paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah Putusan pengadilan
tentang Pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

Pencatatan pembatalan perkawinan terlambat adalah pembatalan
perkawinan yang terlambat dilaporkan oleh penduduk kepada instansi
pelaksana yang melampaui batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari
setelah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dikenai sanksi
administrative berupa denda yang diatur melalui Peraturan Daerah;
Pencatatan perceraianadalah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan
kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
putusan pengadilan’ ‘tentang perseraian yang telah © memperoleh
kekuatan hukum tetap;!|

Pencatatan perceraiani terlambat adalah pencatatan b_erceraian yang
dilaporkan nleh yang. bersangkutan kepada instansi pelaksana yang
melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian- yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sehingga dikenai sanksi ad). ‘nistrative berupa denda yang diatur
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hari sejak putusan pengadilan tentang pembentalan penceraian yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pencatatan pembentalan penjeraian terlambat adalah pencatatan
pembatalan penceraian yang dilaporkan oleh yang bersangkutan
kepada instansi pelaksana yang melampauhi batas waktu 60 (enam
puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan penceraian
ang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, shingga dikenai sanksi
administratip berupa denda yang diatur oleh peraturan daerah;
Pencatatan kematian adalah wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang
mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal kematian;

Pencatatan kematian terlambat adalah pencatatan kematian yang
terlambat dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada instansi
pelaksana yang melampauhi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal kematia, sehingga dikenai sanksi administratip berupa denda
yang diatur melalui peratuan daerah;

Pencatatan pengangkatan anak adalah waijib dilaporkan oleh penduduk
kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran
pallng lambat 30 (tiga puluh) hati sejak diterimanya sahnan penetapan
pengadilan oleh penduduk;

Pencatatan pengangkatan anak yang terlambat dllaporkan oleh
penduduk kepada instansi pelaksana yang melampauhl batas waktu 30
(tiga. puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh
penduduk, sehingga . dikenai sanksi administratip berupa denda yang
diatur melalui peraturan daerah;

Pencatatan pengakuan anak adalah wajib dnlaporkan oleh orang tua
kepada instansi:kepada pelaksanapaling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal ‘surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu
dari anak yang bersangkutan;

Pencatatan pengakuan anak terlambat adalah pencatatan pengakuan
anak yang terlambat dilaporkan oleh orang tua' kepada instansi
pelaksana yang melampauhi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan dlsetUJUl oleh ibu dari
anak yang bersangkutan sehingga dikenai sanksi administratip berupa
denda yang diatur melalu| peraturan daerah.

Retribusi pelayanan perizinan adalah pembayaran atas pemberian izin
sarana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS ) yang
selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti,
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Obyek Retribusi Daerah adalah Jasa Umum
(2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB lil
OBYEK DAN JENIC RETRIBUSI JASA UMUM

Pasa‘l 3

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

i

lanin Datriknei laca'l Imiim vana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :



Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

XTI oamhe o

.« BAGIAN KESATU
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

‘ Paragraf 1 ‘
Nama; Objek, dan Subjek Retribusi

| Pasal §
Dengan nama Retnbu5| Pelayanan Persampahan/Kebersnhan dipungut
Retlnbu3| atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
¥ 3 ) ] ‘

E R B Pasal 6 '

(1) Opbjek Retribusi. Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a ladalah pelayanan
persampahan/kebersnhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, meliputi : .. I
a. pengambllan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
. pembuangan sementara.
b.. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah; dan

c.. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kebersihan jasa jalan umum, taman, tempat ibadah,
sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

(1)Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
persampahan/kebersihan.

(2)Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi
atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribus, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

"asal 8
Retribusi Pelayanan Persampahan/hobersihan di golongan Retribusi Jasa
Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur
berdasarkan jenis klasifikasi/golongan pengguna jasa, tempatlokasi dan
jangka waktu yang digunakan.

5 .’ | l, Paragraf 4
PrmSIp dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

i



penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilar, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biya bunga dan biaya modal. S

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya. ) |

S 'l BAGIAN KEDUA 5
RETRIBUS| PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
TR DAN AKTA CATATAN SIPIL

A Paragraf 1 ‘
Nama; Objek, dan Subjek Retribusi

S : o o Pasal 11 ¥

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk,
dan Akta Catatan Sipil. dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk, Akta Keluarga dan Akta: Catatan Sipil yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

: | Pasal 12 o
Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat|(1) huruf b adalah
pelayanan : ‘
Formulir Pendaftaran Penduduk (F-1.01);
Kartu Keluarga; ' '
Kartu Tanda Penduduk;
Surat Keterangan Pindah;
Surat Keterangan Pindah Datang;
Surat Keterangan Tempat Tinggal;
. Surat Keterangan Kelahiran;
. Surat Keterangan Lahir Mati;
Surat Pembatalan Pembatalan Perkawinan;
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
Surat Keter: .ngan Kematian;
Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
. Kutipan Akta Kematian
Kutipan Akta Perkawinan;
Kutipan Akta Perceraian;
Kutipan Pengangkatan Anak;
Pencatatan Pengesahan Anak;
Pencatatan Perubahan Nama;

WmEDODITATTTQTOQO0TE

Pasal 13
Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang
menikmati atas pelayanan yang disediakan Pemerintan Daerah berupa
perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
‘Golongan Retribusi

‘ , , Pasal 14
Retribusi Penggantian. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
IR |l||| Paragraf 3 o
ra M|e,rj1‘quur Tingkat Penggunaan '::Jﬂsfa
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IR I, Paragraf 4 ‘
i ! Prinsip d‘flnl.ﬁls‘;asaran dalam Penetapan Struktur
': | dan:Besarnya Tarif Retribusi '

? S )

3 ‘ s o ;l- L ‘[nl Pasal 16 :
Prinsip dan sasaran: retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta
Catatan Sipil ditetapkan hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan
pengadministrasian. . !

'
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Pasal 17

Besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan
Sipil adalah tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

_ BAGIAN KETIGA ‘
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

) Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
dipungut Retr.ousi atas Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasa: 19
Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf ¢ adalah pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk  penggalian  dan
pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat, dan
b. penggalian tulang belulang yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

. Pasal 20
Subyek Retribusi adalah  orang pribadi atau badan  yang
memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 21
Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk
golongan Retribusi Jasa Umum.

i Paragraf 3 .
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22 :
(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggalian lubang
kuburan, penggalian tulang dan pembongkaran kuburan.
(2)Penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan tempat
pe"zr%\gubqran,;peﬂp?k?[ﬁn/pengabuan, operasional dan Pemeliharaan.
' | AR !

|
D i

‘ .

! SR 1 Paragraf 4
Ll - |:’I’il’\':‘ai'~pigda‘\ni"lI asaran dalam Penetapan Str
) | danBesarnya Tarif Retribusi

| O i
BRI AR
it H "ll!.‘

'
1

ktur

|
i
it

|
i
!
: ‘i!l
| it Pasal 23 ;

Prindip dan sésairén;;ﬁ_iqam penetapan tarif Retrib’ius'li] ﬁelayanan dan
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' : 'sk Pasal 24
Besarnya tarif Retrlbu5| :Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran llIl Peraturan Daerah ini.

| . BAGIAN KEEMPAT !
RETRIBUSI PEL,T\YANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 25
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
Retribusi atas Pemakaian tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan
oleh Pemerinteh daerah.

Pasal 26
Obyek Retribusi Pelayanan Pc-«ir di Tepi Jalan Umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ."iruf d, adalah penyediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat
pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Gcelongan Retribusi

Pasal 28
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan
Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29
Tingkat Penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan
klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.
Paragraf 4
PrmS|p dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

: Pasal 30 :

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan parkir
ditepi jalan umum: didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan
permintaan - dan = penggunaan atas pelayanan dalam rangka
memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya
penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka
pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan
pemeliharaan. ,

(2) Besarnya tarif parkgq di Tepi Jalan Umum untuk sekall Parkir adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V Peraturan Daerah ini

. M, BAGIAN KELIMA s
b RETBIBUSI PELAYANAN PASAR ';
' } ‘ i ; : i I ':’:
: e Paragraf 1
Nama Obyek, dan Subjek Retribusi
j o fwi .
R Pasal 31
R SR, n~amna  Datrihniei  Palavanan Pasar  dibunaut pembavarar
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(2) Obyek Retribusi: Pelayanan Pasar sebagaimana dlmaksud dalam pasal
4 ayat (1) hurdf e, adalah penyediaan ' fasilitas pasar
tradisional/sederhana,; berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Kabupaten Nias Selatan dan khusus dised.akan untuk
pedagang.

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan
yang memanfaatkan fasilitas pasar.

(4) Dikecualike 1 dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah peldyanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan
pihak Swasta.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 32
Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

| Pasal 33
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan
lokasi luas/klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas,
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi biaya
investasi, penyusutan; kebersihan dan keamanan, operasional dan
pemeliharaan pengadaan karcis/kartu serta bunga pinjaman.

: Pasal 35
Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

BAGIAN KEENAM
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

' Paragraf1
Nama Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 36 1

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi

atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. ‘

' pasal 37

(1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasaf 4 Ayat (1) huruf f adalah pela,yanan pengujian
kendaraan bermotor, |[terma uk kendaraan bermotor; di air, sesuai
dengan ketentuan perundang undangan, yang d|selepggarakan oleh
Pemerintah Daerah.: i

(2) Sehap pemberldn Jasq pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang
mellput| pemerlksaan spesifikasi kendaraan bermotor, penetapan tanda
blkti lulus uji berkala| Iberupa Buku Uiji dan Plat UJ|/PIat Samping,

[ O U S, P R B e T e e R IR T THLY PN 2N |



Pasal 38
Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan Hukum yang
memanfaatkan atau menikmati pe: “vanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah berupa pengujian kendaraan :»ermotor.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 39
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa
Umum.

, Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40
Tingkat penggunaan jasa penguijian berkala diukur berdasarkan atas jenis
kenderaan bermotor, fasilitas penguijian kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian
kendaraan bermotor didasarkan pertimbangan untuk menutup biaya
penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengujian
kendaraan bermotor. . -

P Paragraf 5 o
Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor

SR Pasal 42

(1) Jenis Uji Berkala meliputi pengujian berkala untuk’ perta.na kali dan
pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji.

(2) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi: Mobil Bus, Mobil
Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan,
Kendaraan Khusus dan Kendaraan Roda Tiga (Becak Bermotor).

(3) Untuk melaksanakan penguijian tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(4) Masa berkala uji paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 43
(1) Prosedur, tata cara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan
bermotor selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati Nias Selatan.
(2) Pemeriksaan dan . pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki tanda kualifikasi penguiji
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Berkala

) Pasal 44 5
(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan waijib uji berkala
kendaraan hermotor, dipungut retribusi pengujian.
(2) Besarnya retribusi pengujian uji berkala kenderaan bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan "=erah ini.



Paragraf 7
Besarnya Tarif Menumpang Uji Berkala

Pasal 45

(1) Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji keluar wilayah daerah
wajib mendapat surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi
Perhubungan dari daerah asal.

(2) Prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Surat
Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) / Surat Penentuan Sifat Kendaraan
(SPSK) serta Surat Rekomendasi menumpang uji keluar wilayanh,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias Selatan

(3) Besarnya Tarif Menumpang Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini

; Paragraf 8
Ketentuan Denda

}‘ Pasal 46

(1)Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat untuk menguji

kendaraannya dikenakan denda keterlambatan.
(2)Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas, adalah sebagai berikut :
a. Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 30 (tiga puluh) haru terhitung 1 (satu)
bulan denda, dikenakan denda 25 % dari biaya Uji
b. Keterlambata’n' 2 (dua) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 2
(dua) bulan denda, dikenakan denda 50 % dari biaya Uji
c., Keterlambatan 3 (tiga) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 4
(tiga) bulan denda dikenakan denda 75 % dari biaya Uji
d. Keterlambatan 4 (empat) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung
4 (empat) bulan , dikenakan denda 100 % dari biaya Uji
e. Keterlambatan 5 (lima) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 5
(bulan) bulan, dikenakan denda 120 % dari biaya Uji
f. Keterlambatan 6 (enam) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung
6 (enam) bulan denda, dikenakan denda Rp. 60.000,-
g. Keterlambatan diatas 12 bulan dikenakan denda Rp. 100.000,-
(Seratus ribu rupiah)
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.

BAGIAN KETUJUH
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 47
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut
Retribusi atas jasa pemeriksaan dan/atau pengujian pemadam kebakaran
yang dilaksana’ .an oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48
Obyek Retribusi Pemeriksaan A.t Pemadam Kebakaran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huif g, adalah pelayanan pemeriksaan
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintan Daerah terhadap
alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat
penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

- Pasal 49
Subyek Retribusi adalah orang pnbadl atau badan yang memanfaatkan

e almit mAamamaAdAm AlAl Aaran
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i Paragraf 2
¢ ‘Golongan Retribusi

| X Pasal 50
Retribusi Pemeriksaan _?,',Ailat Pemadam Kebakaran termasuk golongan
Retribusi Jasa Umum. ., ..
‘ Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

, Pasal 51
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah Alat
Pemadam Kebakaran, ‘alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelamatan jiwa yang diperiksa atau diuji.

- Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalarn Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
i ' Retribusi b

Pasal 52

(1) Prinsip dan §asa(éﬁf§ dalam penetapan struktur d’én ‘besarnya tarif

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan
untuk menutup . sebagian atau sama dengan biaya penyediaan
peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan ‘penyediaan racun
api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian
serta biaya operasional dan pemeliharaan. :

(2) Besarnya tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan Daerah ini

BAGIAN KEDELAPAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1
.Nama,_Objek, dan Subjek Retribusi -

, Pasal 53 :
Dengan nama Retribusi E’enggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi
atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

. Pasal 54

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh
Pemerintah Dz :rah, meliputi :
a. Peta Kabupaten Nias Selatan,
b. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Peta

sejenis lainnya,
c. Peta Kecamatan.

Pasal 55
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa
pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah

Paragraf 2
....Golongan Retribusi

: | Pasal 56 ,
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa
Umum. R
: S Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- " -
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A A e
Prinsip dan !§gasaran dalam Penetapan Struktur
dan'Besarnya Tarif Retribusi |

bl e

o i;‘{;".'H“I Pasal 58 ' \ :
Prinsip dan sasaran 'dalarp”penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak
peta ' dimaksudkan " untuk mengganti  biaya pencetakan  dan
pengadministrasian. . :
f:{f

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIl Peraturan Daerah ini.

~ BAGIAN KESEMBILAN
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

, Paragraf 1 .
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

: Pasal 60 -
Dengan nama Retribusi: Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas
Penyedotan Kakus yang ‘di}aksanakan oleh Pemerintah Daerah.

t o Pasal 61 o
(1) Obyek Retribusi Penyedotan Kakus adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, adalah setiap pelayanan yang

disediakan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah melalui penyedotan tinja dari Septik Tank.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. ’

Pasal 62
~ Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan pen edotan Kakus/Jamban/Septik Tank.

Pcragraf 2
' GolonganRetribusi

Pasal 63
Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan frekuensi
pemakaian kakus ¢an per-Tanki mobil angkutan penyedotan kakus.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tarif Retribusi
: Pasal 65

(1) Prinsip Penetapan; tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk
mengganti/menutup! biaya administrasi, penyediaan kakus, penyedotan,
pgmbuangan, ipeng‘qdﬁlan/perawatan mobil angkqt;an dan biaya

pembinaan. | | | 0
(2) Besarnya tarifl,:re«ribqsi untuk setiap penyedotarrs‘l{akus adalah
sebagaimana térgaqt_qm- dalam Lampiran IX Peraturan iD_aerah ini.



BAGIAN KESEPULUH ;
RETRIQUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Paragraf 1
Namq,pbjek dan Subjek Retribusi 5
| i il
.‘ Pasal 66
Dengan nama Retnbuss Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas

jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 67

(1) Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagalmana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (1) huruf | adalah pelayanan pengolahan limbah cair
rumah tangga, perkantoran dan industri, yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
instalasi pengolahan limbah cair.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi pengolahan hmbah cair sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan pihak
Swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi baku mutu ke
drainase, sungai dan tanah.

Pasal 68
Subyek Retribusi’ adalah orang pribadi atau badan yang
memakallmenggunakan fasilitas pengolahan limbah cair.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 69
Retribusi Pengolahan Limbah Cair termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang
mengeluarkan limbah cair dan volun. > limbah cair.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71
(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
pengolahan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi,
pengangkutar, pengolahan, pengawasan dan pembinaan.
(2) Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebagaimana
Tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini

Paragraf
Pemeriksaan
Pasal 72
(1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa Ieblh dahulu oleh

Petugas Ahli. ., I

(2) Apabila dalam pemerlksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dapa§ mengaklbatkan/memmbulkan kerusakan lingkungan
hidiin  maka Pamerintah Daerah dapat melakukan! tindakan sesuai
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Pasal 73
Qengan nama retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi dipungut
biaya retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

i Pasal 74 2
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
!

ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

, Pasal 75 :
Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh manfaat pelayanan pengendalian
menara telekomunikasi

. Paragraf 2
' Golongan Retribusi

Pasal 76
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan
retribusi jasa umum. '

Paragraf 3
" Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 77
Tingkat penggunaan jasa Retribusi p-ngendalian menara telekomunikasi
berdasarkan frekuensi penngendalian dan pengawasan.

Paragraf 4
Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 78

(1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan
Bangunan Menara dari Bupati Nias Selatan atau Pejabat yang ditunjuk
oleh Bupati Nias Selatan.

(2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib memperhatikan
ketentuan tentang tata ruang wilayah.

(38) Pemberian Izin Mendirikan Menara dilaksanakan melalui pelayanan
perizinan terpadu.

Paragraf 5
Pembangunan Menara

Pasal 79
(1) Menara disediakan oleh penyedia menara. ,
(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau Do
g. Bukan Penyelepg‘g‘ara Telekomunikasi. . ]l |

embangunan menara oleh penyedia menara sebag’_airhana dimaksud

pada ayat (1),;dila§<§“,“¢ri1akan oleh penyedia jasa kons ruksi.

; 3)
(4) ‘il_f;okasi pembangqmém menara wajib mengikuti taia ‘ruang wilayah
; ] i

i Kabupaten Nias Sejatan. g
i (5) Struktur bangynan q?ké’nara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin
'l_ngseIamatan 'gpaanlﬁan dan lingkungan dengan | memperhitungkan

e bbmleilmn lomemmbrilomal
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Pasal 80 I

Menara yang dlbang n wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan

identltas hukumu y g jelas sesuai dengan ketentuan perundang-

gndangan yang berlaku E
arana pendukung Isébagalmana dimaksud pada ayat:(1) antara lain :

a. Pentanahan (grouriding) -

b. Penangkal petir

c. Catu daya

d. Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light)

e. Marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking)

|dentitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi

b. Lokasi Menara Telekomunikasi

c. Tinggi Menara Telekomunikasi

d

e

. Tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi

. Kontraktor Menara. Telekomunikasi
f. Beban maksimum Menara Telekomunikasi
Penyedia atau pengelola menara bertanggung jawab sepenuhnya atas
segala kerugian yang:timbul akibat pembangunan menara.

Pasal 81
Pemerintan Daerah menetapkan zona larangan bagi pembangunan
menara yang diatur dalam tata ruang wilayah.
Zona larangan untuk pembany'inan menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak membatasi 1.ak masyarakat untuk mendapatkan
layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Paragraf 6
Tata Cara Perizinan Pembangunan Menara

Pasal 82
Permohonan lzin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia
menara secara tertulis kepada Bupati Nias Selatan.
Permohonan. lzin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan / dokumen sebagai
berikut :
a. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan (Surat Perjanjian
Kontrak)
b. Rekomendasi dari Lurah, Camat dan Instansi Terkait untuk kawasan,
sifat dan peruntukannya.
c. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
d. Desain dan peta lokasi bangunan menara.
e. lzin Gangguan.
Izin Mendirikan Bangunan Menara dapat diberikan setelah jumlah
retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi.
Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan oleh Bupati Nias Selatan
atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
' I Pasal 83
Penyelenggara telekomumkasn dapat menempatkan antena
a. Diatas bangunap edung, dengan ketentuan : J :
|' 1) Ketmggnar} sa pal dengan 10 (sepuluh) meter idari permukaan
§ | atap bangunan“gedung, 0
|. 2) Tidak m?l,ampéwl ketinggian maksimum atap bangunan/gedung
( . yang dnzmkan,III
3) Konstruksll pan Hnan gedung mampu mendukump beban antena;
Dapat melekat pa i bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang
, | Iampu penganqan Jalan dan sebagalnya sepanjang konstruk5|
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i R Pasal 84 A
Setiap ' pengoperasjafl’ menara telekomunikasi wajib - memiliki izin
operasional menara telekomunikasi %

Izin Operasional Me;rg,ara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi
Teknis Terkait atas m?ma Bupati Nias Selatan dengani '{:ara mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati Nias Selatan.

Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun

dan dapat dipeRp.anjang untuk masa 5 (lima) tahun setelah dilakukan

penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Tim Penilai.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap

menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat kuasa dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain

b. Bukti kepemilikan tanah/surat perjanjian/kontrak antara pemilik
tanah dengan perusahaan

c. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga
masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan
oleh keberadaan menar= telekomunikasi yang dibangun dan
dioperasikan. :

d. Surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) atas nama perusahaan sesuai dengan ketetapan
kantor pajak.

e. Foto copy IMB menara.

f  Gambar teknis, meliputi peta situasi lokasi, site plan, denah
bangunan 1 : 100, tampak/potongan/rencana pondasi 1 : 100,
perhitungan  struktur/konstruksi, titik koordinat dan grounding
(penangkal petir).

g. Bukti lunas PBB tahun terakhir atas nama

perusahacn/penyelenggara.
h. Bukti lunas Retribusi tahun terakhir.

Paragraf 7
Tarif Retribusi Menara

Pasal 85
Prinsip penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah untuk
mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi,
pengawasan operasional menara.
Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
disesuaikan dengan tarif retribusi pengurusan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pasal 91 peraturan ini.
Besarnya retribusi Operasional Menara Telekomunikasi yang
ditetapkan 2 (dua) % dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan
sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara
telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran retribusi
izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi operasional menara
telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan

. BAB VI
PENIINJAUAN TARIF RETRIBUSI
i . Pasal8é i
Tarif retribusi ditinjau Iﬁgmbali paling lama 3 (tiga) tahu lsekali.
Peninjauan tarif retri usi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengafn‘mgifpperhatikan indeks harga daH‘-perkembangan

perekonomian..’ - 'l e ]
Penetapan _ tarif: ire;}r}'\iusi sebagaimana dimaksud | ‘pada ayat (2)
diﬁgtapkap depgqn F?eg@turan Bupati Nias Selatan.

v ! o
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[ | BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
\| i
- : w'll Pasal 87 !' o

Pemungutan Retribusi; Daerah tidak dapat dlborongkan
Retribusi dipungut d%ngan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen |.in yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat t 2rupa karcis, kupon dan kartu langganan
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, diken<'an sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap b.'an dari retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
didahului dengan teguran
Hasil pungutan Retribusi disetor ke kas daerah
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB Viii
KEBERATAN

Pasal 88

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati Nias Selatan atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

S Pasal 89
Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang d|aJukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan. !
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati Nias Selatan.
Keputusan Bupati Nias Selatan atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati Nias Selatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

! ol I
| : ’HI!’ Pasal 90 |

Jlka pengajuan: keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayarqp Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesgr 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulan. il l
Imbalan bunga sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampql dengan diterbitkannya SKRDLB.
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BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pu«=al 91
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Nias Selatan.
Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) telah dilampaui dan Bupati Nias Selatan tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati Nias Selatan memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua 1persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

: : BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
cop Pasal 92 .
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali J|ka Wajib Retribusi melakukan: ‘tindak pidana di
bidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertanggunh jika::
a. diterbitkan Surat Teguran, atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Waijib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak Iangsung s.bagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran, atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retr|bu5|

' Pasal 93
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penaglhan sudah ke.'aluwarsa dapat dlhapuskan

[ T [P R DR I/ mmibiimmanm NAanaAahAaniiean Dititann~
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(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BR3 XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 94

Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan Retribusi.

Wajib Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi‘yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap periu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau ‘

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 95
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu. ‘
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3 BAB Xl
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
o : ‘ 3 Pasal 96 :
Retribusi Daerah dipungut diwilayah Kabupaten Nias Selatan

' T BAB XIV :

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

; - : Pasal 97

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali
ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau d}okumen lain yang

dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 98
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau Kkurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari besamya retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
. Pasal 99 : :
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

~ BAB Xvil
TATA CARA PENAGIHAN

Pacal 1.0



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh
Pejabat yang dihunjuk.

. BAB XVl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 101
(1) Bupati Nias Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XIX
: | . KADALUARSA

; oo Pasal 102 {
» (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
"5‘," melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang nya
retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

B retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihé!h' retribusi sabagaimana dimak‘sud pada ayat (1),

tertangguh apabila : :

o a. diterbitkan Surat Teguran, :

. b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung. ,

(3) Dalam hal diterbitkan/Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat
Teguran tersebut. _

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi. :

, BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 103
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karene hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi y:.ng sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

B~ XXI
PENGAV/ASAN

Pasal 104
Bupati Nias Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutar
retribusi dengan menunjuk Inspektorat sebagai pengawas pelaksanaar
retribusi daerah.



BAB XXl
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 105
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
n"!erugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang. : . r

(2) Tindak Pidana se 'égaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Pelanggaran. -

(3) Denda sebagaimana5édimaksud pasa ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

! | . Bagian Kedua
! -Ketentuan Penyidikan

! i
S i

_ Pasal 106
‘Penyidikan: terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 170,
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB XXIll
KETENTUAN PENUTUP

_ : Pasal 107

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2007
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

b Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2008
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,

c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan

d. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ir.. sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati Nias Selatan. - -

(3) Lampiran dalam Peraturan daerah ini adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan Jari Peraturan Daerah ini

Pasal 108
Peraturan Daerah ini mulai berlaku p~da tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI NIAS SELATAN,




LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR  :OSTAHUN 2012 .
TANGGAL : 5 Marck 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN VI'Zj?:‘ERSAMPAHAN/KEBERSIHAI\;l |

!

Besarnya Retribﬁsi ‘

Panglong/Kilang Papan

-l alKelas |
1| biKelas Il

30.000 / bulan
15.000 / bulan

AN AAN T e

‘ i o |7; PusatKota/ L
No |~ ! Objek Retribusi [ JalanProtokol/ Diluar Pusat Kota
[ |. Jalan Penghubung/ i
il i ' Jalan Lokal AR
1 2 3 4
1. ;Tok"q' I i k
a. Lantai | b 1'‘Rp. 10.000 / bulan Rp. 3.000/bulan
b. Lg_ntai I | Rp. 2.000/ bulan Rp. 1.000 /bulan
c. Lgntai i ‘Rp. 1.000 / bulan Rp. ¢ 500/ bulan
d. Lantai IV ‘Rp. 750 /bulan Rp. 350 / bulan
e. Lantai Vv Epr. 500 / bulan Rp. 1 250/ bulan
. : i h . hy '
2. HOteI i
a. Bintang Il dan Bintang I | ‘Rp. 75.000 / bulan Rp. 75.000/ bulan
b. Bintang | ‘Rp. 32.000/ bulan Rp. 32.000/ bulan
¢ Melati | Rp. 16.000 / bulan Rp. 16.000/ bulan
3. Losmen/Penqinapan/MessNVisma Rp. 13.000/ bulan Rp. 13.000 / bulan
4. | Bioskop E
a. Kelas | Rp. 24.000 / bulan Rp. 24.000 / bulan
b. Kelas Il Rp. 15.000/ bulan Rp. 15.000 /.bulan
c. Kelas il Rp. 12.000/ bulan Rp. 12.000./ bulan
5. | Rumah Makan
a. Kelas! - Rp. 15.000/ bulan Rp. 15.000/ bulan
b. Kelas Il Rp. 10.000/ bulan Rp.  6.000/bulan
c. Kelas lll Rp. 5.000/ bulan Rp.  5.000/bulan
6. | Penjual Ikan Asin o
a. Grosir Rp. 12.000/ bulan Rp.  6.000/bulan
b. Pengecer Rp. 6.000/ bulan Rp.  3.000/bulan
7. | Bengkel
a. Kelas | Rp. 16.000 / bulan Rp. 12.000/ bulan
b. Kelas Il Rp. 10.000 / bulan Rp.  7.500/bulan
c. Kelas 1l Rp. 5.000/ bulan Rp.  3.750/bulan
1
8. | Kantor
a. Bank Rp. 15.000/ bulan Rp. 11.000/bulan
b. Pemerintah Rp. 7.500/ bulan Rp. 5.000/bulan
c. Swasta | Rp.  7.500/ bulan Rp.  5.000/bulan
9. | Pabrik/Industri
. | a. Kelas | | Rp. 140.000 / bulan Rp. 140.000 / bulan
| b. Kelas |l | Rp. 100.000 / bulan Rp. 100.000 / bulan
| ¢ Kelas lll 1 32.000/ bulan Rp. 32:000/bulan
10

Rp. 30/000/ bulan
Rp. 15,000 / bulan

“unlinnn 1k daa




12.

13.

14.

15.

16.
7.

M
118

| Términal

i U:saha Lainnya

a. Plaza

b. Supermarket
- 1). Kelas |
- 2).Kelas i

¢, Salon
“1). Kelas |
2). Kelas II

d. Panti Pijat/Bilyard
e. Tukang Pangkas/Cukur

1). Kelas |
2). Kelas |l

f. Penjaja Kereta Dorong Yang
Jalan Umum dan

-Memakai
Lapangan Terbuka
1). Kelas |
2). Kelas Il
3). Kelas Il

g. Toilet Umum
1). BAB
2). BAK

h. Jasa Sewa Mobil Toilet
(dari 24 Jam)

i. Tarif Jasa Mobil Toilet
Untuk Kegiatan Umum

Perusahaan Pertukangan
(Pengolahan)

a. Kelas |

b. Kelas Il

c. Kelas (il

Gudang
a. Kelas |
b. Kelas Il

Apotik/Toko Obat

Rumah Sakit/Sekolah
a. Pemerintah
b. Swasta

Puskesmas
Lo Pl
Asrama TNI/ POLRI'
1 xil i; ’
Gedung Olah Ragaé‘@f

P

Stasmn Kereta Api |

i
I .
"
|;,| Py
i

ot

'
[

Rp.

Rp:

1 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

i
H

R
Rp.

. 100.000 / bulan

50.000 / bulan
30.000 / bulan

6.000 / bulan

3.500/ bulan

7.500 / bulan

6.000 / bulan
3.500 / bulan

1.500 / hari
1.000 / hari
500/ hari

1.000 / kali
500 / kali

200.000 / hari

500 / Orang

7.500 / bulan
6.000/ bulan
2.000/ bulan

12.000/ bulan

8.000/ bulan

7.500/ bulan

10.000/ bulan

20.000/ bulan

5.000/ bulan

12.500/ bulan

5.000/ hari

12.500/ hari

6.500/ hari

Rp. 100.000 / bulan

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp:

50.000 / bulan

30.000 / bulan
5.000/ bulan
2.500/ bulan
6.000 / bulan

5.000 / bulan
2.500 / bulan

1.500 / hari
1.000 / hari
500 ' hari

1.000 / kali
500 / kali

200.000 / hari

500/ Orang

7.500/ bulan
6.000/ bulan
2.000/ bulan

. 10.000/ bulan

6.000/ bulan

6.000/ bulan

5.000/ bulan

~ 15.000/ bulan

4.000/ bulan

. 12500/ bulan

5,000/ hari
}

. 12,500/ hari

[
1

tif
6/500/ hari




a. Kelas |

Re.

10.000/ bulan Rp. 6.000/ bulan
b. Kelas Il Rp. 8.000/ bulan Rp. 5.000/ bulan
c. Kelas lll ‘Rp.  4.000/ bulan Rp. 23.000/ bulan
23. | Rumah Kediaman _ ‘
a. RT. Mewah dalam Real Estate | Rp.  5.000/ bulan Rp. 4.000/ bulan
b. R.T. Mewah di luar Estate Rp. 5.000/ bulan Rp. 4.000/ bulan
c. R.T. Menengah Rp.  4.000/ bulan Rp. 3.000/bulan
d. R.T. Biasa ‘Rp.  3.000/ bulan Rp. 2.000/ bulan
e. R.T. di Gang Rp. 2.000/ bulan Rp. 1.000/bulan
| 24. | Usaha Peternakan Besar - Rp. 50.000/ bulan
25. | Usaha Peternakan Kecil - Rp. 30.000/ bulan
26. | SPBU/Galon Minyak Rp. 25.000/ bulan Rp. 25.000/ bulan
BUPATI NIAS SELATAN,
=
IDEALISMAN DACHI
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LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

: 05 TAHUN 2012
HMARET

: RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

2012

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK,
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Warga Negara Asing (WNA)

No | Jenis-Jenis Formulir, Blanko dan Surat Keterangan Penduduk I?l:;;lbu3| ?Ren)da f Ket
p
1 2 3 4 5
1. | Formulir Pendaftaran Penduduk (F.1.01) 1.000.- - -
2. | Blanko Kartu Keluarga Tidak Terlambat
Warga Negara Indonesia (WNI) - Gratis
- Warga Negara Asing (WNA) 25.000.-
Blanko Kartu Keluarga Terlambat
‘ Warga Negara Indonesia (WNI) 10.000.- | 50.000.-
- Warga Negara Asing (WNA) 25.000.- | 100.000.-
3. | Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tidak Terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) - Gratis
Warga Negara Asing (WNA) 25.000.-
Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) 15.000.- | 100.000.-
- Warga Negara Asing (WNA) 25.000.- | 250.000.-
4. | Surat Keterangan Kependudukan
a. Surat Keterangan Pindah
- Warga Negara Indonesia (WNI) 25.000.- -
- Warga Negara Asing (WNA) 50.000.-
b. Surat Keterangan Pindah Datang WNA tidak terlambat 50.000.- -
¢. Surat Keterangan Pindah Datang WNA terlambat 50.000.- | 100.000.-
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
e. Surat Keterangan Kelahiran
“- Warga Negara Indonesia (WNI) - Gratis
- Warga Negara Asing (WNA) 100.000 -
f. Surat Keterangan Lahir Mati
- Warga Negara Indonesia (WNI) - Gratis
| - Warga Negara Asing (WNA) 50.000.-
| g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Warga Negara Indonesia (WNI) 50.000.-
1 1] .- Warga Negara Asing (WNA) 100.000.-
h Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
| - Warga Negara Indonesia (WNI) - ° - Gratis
- Warga Negara Asing (WNA) 50.000.-
| i. - Surat Keterangan Kematian . - 1
- - Warga Negara Indonesia (WNI) - : Gratis
- Warga Negara Asing (WNA) 50.000.- B
BEHE L 3 U i
L Surat Keterangan Pengangkatan Anak S =
- | 12 Warga Negara Indonesia (WNI) o 50.000.-
. - Warga Negara Asing (WNA) L 100.000.-
| k.Surat Keterangan Pencatatan Sipil i
- Warga Negara Indonesia (WNI) L 50.000.-
: L 100.000 -




IDEALISMAN DACHI

Akta Pencatatan Sipil
a. Akta kelahiran tidak terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) - Gratis
- Warga Negara Asing (WNA) 50.000.-
Akta Kelahiran Terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) 50.000.- | 100.000.-
| - Warga Negara Asing (WNA) 100.000.- | 250.000.-
‘» b. Akta Kematian tidak terlambat
ll - Warga Negara Indonesia (WNI) - ; Gratis
- Warga Negara Asing (WNA) 100.000.- | 250.000.-
Akta Kematian Terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) - : Gratis
- Warga Negara Asing (WNA) 40.000.- | 100.000-
c. Akta Perkawinan tidak terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) 50.000.-
; Warga Negara Asing (WNA) 100.000.-
Akta Perkawinan Terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) 50.000.- | 100.000--
- Warga Negara Asing (WNA) 100.000.- | 250.000.
d. Akta Perceraian tidak terlambat
- Warga Negara Indonesia (WNI) 100.000.-
- Warga Negara Asing (WNA) 200.000.-
Akta PerceraianTerlambat T
- Warga Negara Indonesia (WNI) 100.000.- | 250.000.-
- Warga Negara Asing (WNA) 200.000.- | 500.000.-
e. Akta Pengakuan Anak tidak terlambat 50.000- 1 -
Akta Pengakuan Anak Terlambat 50.000.- | 150.000--
f. Pencatatan Pengesahan Anak tidak terlambat 50.000.- )
Pencatatan Pengesahan Anak terlambat 100.000.- | 150.000.-
g. Pencatatan Perubahan Nama tidak terlambat 50.000.- D
" Pencatatan Perubahan Nama terlambat 100.000.- | 150.000.-
h. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia tidak 75.000.-
terlambat
i. Pencatatan. Perubahan Status Kewarganegaraan diIndonesia 150.000.- | 250.000.-
terlambat '
!
BUPATI NIAS SELATAN,
P T
A L T —
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LAMPIRAN Iil PERATUr-\N DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR  :O5TAHUN 2012
TANGGAL : 5 wmareT 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Retribusi penguburan

a. Kuburan Dewasa ... Rp. 25.000,-
b.  Kuburan Anak-anak.........cccooeeiieeiiiiiiie e Rp. 15.000,-
Retribusi Penggalian Tulang Belulang :

a. Kuburan DeWaSE........cooiiiiiiiei e Rp.75.000,-
b.  Kuburan ANak-@NakK...........coeeerrmiiiieeiiiiiiiiee i Rp. 50.000,-
Perpanjangan Retribusi pemakaman setiap 3 (tiga) Tahun.............. Rp. 25.000,-

Retribusi untuk Pembangunan dikenakan 1,5 % dari nilai bangunan

BUPATI NIAS SELATAN,

=

IDEALISMAN DACHI



LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR  :o5TAHUN 2012
1 TANGGAL : SwmARET 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Retribusi untuk sekali parkir :

a. Untuk setiap Kendaraan beroda dua... eieiiiiieiii . Rpo B00.-
b. Kendaraan roda empat, dan becak bermotor .................................. .Rp. 1.000.-
c. Angkutan Kota, Taxi, Mobil Pick Up, MObI| Box dan sejenisnya...... Rp. 1.500.-
d. MObI| Barang roda6(enam) keatas.. e ..... Rp. 2.500,-
3. Besarnya Retribusi untuk berlangganan adalah
a. Untuk setiap Kendaraan beroda dua.. cvreeiei e Rp.20.000,-
b. Untuk setiap Kendaraan beroda empat e ........Rp. 45.000,-
c. Untuk setiap Bus, Truk; Gerobak gandengan dan sejemsnya ......... Rp. 65.000,-

BUPATI NIAS SELATAN,

IDEALISMAN DACHI



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR  :os TAHUN 2012
TANGGAL : SmpRer 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Pemakalan Kios (Tertutup) dltetapkan sebagal berikut : .
a. dibuka setiap hari, tiap TM*  ............ccooieiiiiei oo Rp. 3.000,-/bulan
b. dibuka 1 x 1 minggu, tiap 1 M2 i .. Rp. 1.000,-/bulan
c. dibuka 2 x 1 minggu, tiap 1 M?. veeriiiiiiiiiiiiinco o Rp. 2.000,-/bulan

2. Pemakéﬁan Los ditetapkan sebagai berikut :
a. dibuka setiap hari, tiap 1TM* ..........................cccceoeeo.... Rp. 2.000,-/bulan

b. dibuka 1 x 1 minggu, tiap 1 M2 .. ..Rp. 1.000,-/bulan

c. dibuka 2 x 1 minggu, tiap 1 M2. e ... ... Rp. 1.500,-/bulan
3. Pemakaian kamar mandi dan WC ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk mandi (setiap mandi)  ....... ;iviiiiiiiiiiiieino... Rp.1.000,-/0orang

b. untuk buang hajat besar (setl ap buang hajat) viveiiiiiin.. ... Rp. 500,-/orang

c. untuk buang hajat kecil... i Rp. 200,-/0rang

BUPATI NIAS SELATAN,

? IDEALISMAN DACHI
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i LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR  :05 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 WMARET 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJ_IAI}IYI KENDERAAN BERMOTOR

|. Pengujian berkala setiap 6 (enam) buian :
A. Mobil Barang 4 (empat) Ro:a
1. Biaya@ U] oo e Rp. 15.000,-
2. BUKU UJi oo Rp.10.000,-
3. Plat uji/lKawat/'Segel ..o Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji SaMPINg  ...oooieieieiriieeieeeeee e e, Rp.5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak..............cccooein Rp.8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak............ccocoi Rp.10.000,-
B. Mobil Barang Roda 6 (enam) :
1. BI@YA Uji e Rp. 15.000,-
2. BUKU Ujieeeieiiieeie et Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel..........cc.oooiiiiii Rp. 8.000,-
¢+ 4. Tanda Uji samping (StKer)......ocoovieiiii Rp. 5.000,-
: 5. Pengganti plat uji yang hilan@/rusak...........ccooooviin Rp.8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusa...........ccceenevimiins Rp. 10.000,-
C. Mobil Barang Roda 10 (sepuluh) keatas :
1. BIAY@ Ujieeeereeeriiiiee i Rp. 20.000,-
2. BUKU Ujiueviereieneeiieiiiecnee e Rp.10.000,-
3. Plat up/Kawat/SegeI ............... e e e e e e e e s Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping (SHKEI)........ccovrimi Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilan@/ruUSaK. . oocvveeeeiiiie Rp. 8.000,-
, 6. Penggantl buku Ujl yang hilang/rusak............cooo Rp. 10.000,-
D. Mob|I Penumpang Umum : "
1. Biaya an ..................... SO LSS P R .Rp. 12.000,-
2. Buku uji et e Rp. 10.000;-
. 3. Plat up/Kawat/Sege| el . Rp. 8.000,-
"' 4. Tanda Uji samping ' Rp. 5.000,-
: 5. Penggant| plat uji yang h|Iang/rusak Rp. 8.000,-
i 6 Pengganh buku u1| yang hllang/rusakw= ............................. Rp. 10. OOO -
= KereFa Tempelan dan Kereta Gandengan Yy
i 1. Bjaya Uji v e IR Rp. 15.000,- ' !
b2, BUKU Uji cvoveveereeenececeseeeennneens Rp. 10.000,- - .
HANC X Plat up/Kawat/Segel L . Rp. 8000-‘
4: Tanda Uji samping ol Rp. 5.000,-
5. Penggantn plat uu yang h||ang/rusalg ........................ Rp. 8.000,-
I 6. Penggantl buku qu yang hllang/rusak.,',v ........................... Rp. 10.000,-
~ F. Kendaraan Becak Bermotor/Angkutan barang |
iézi 1 Biaya (U] T f.];i ................... SEMHY .{ i Rp. 10.000,- .
g2 Buku Uji e et .L.{ ' . 10.000,-
i 3J Plat up/Kawat/Segel ........... ‘ r 8.000,- -
i 4. Tanda Uji samplng ............. o , ‘,;'J 5.000,-
' 5. Pengganti plat uji yang hllang/rqsak . 8 OOO,J:l ||
6 Pg;nggantl buku u_|l yang hllang/rusakl . 10. OOO T
; 155 |
. . e i A A NSALRITA O Avma \ . %



,' Hil
|
4. Tanda Uji SaMPING ..oovvimiiiriiiie e Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak................... SR Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak...................... TP Rp. 10.000,-
. Mobil Bus/kecil (9-16 orang) : :
1. BiIAYA Ujituie oo Rp. 12.000,-
2. BUKU Ujieriesieieeieie et Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel ..........ccoovriiiiiiiiinii Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji SamMPiNg.......coooiiiiiimiiienii e Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak................ccoooons Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak...............c.cccoco Rp. 10.000,-
. Mobil Bus Sedang ( 16-25 orang) :
1. BIaYA Ui coveeiieeeceeciccie e Rp. 15.000,-
2. BUKU UJi vevrceieeteeeieeree e Rp. 10.000,-
3. Plat uji/Kawat/Segel..........cooovmriimin Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji SaMPINGg ..o Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak.......... ... Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang hilang/rusak................ccocon Rp. 10.000,-
. Mobil Bus Besar (25-55 orang) :
1. BIAYA Uji vt Rp. 17.000,-
2. BUKU Uji o ST U TS PT PP PP PP PP PPPPPPP Rp. 10.000,-
3. Plat uji/lKawat/Segel .............coeoenen. TP PUPP PR Rp. 8.000,-
4. Tanda Uji samping (stiker)........ rveansesis P PR PR PR R Rp. 5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/rusak....cc...cooois Rp. 8.000,-
6. Pengganti buku uji yang NIlNG/TUSAK. 1. Rp. 10.000,-
b | NI e
- BUPATI NIAS SELATAN,
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- LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
" NOMOR  :O5TAHUN 2012
TANGGAL : B MARET 2012
“i . TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Retripusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan
pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1.

Pemanfaatan Mobil Pompa :
1.

.8

Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :

a. Sampaidengan 25 liter sebesar ..i:i......occoeeieiiiiii Rp. 10.000,-/tahun
b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar............cccccoevvvinriennnnnn, Rp. 12.000,-/tahun
c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar ....................................... Rp.. 14.000,-/tahun
d. Lebih dari 150 liter sebesar ........ e Rp. 17.000,-/tahun
Alat pemadam kebakaran yang, bensx gas dan sejenisnya : o
' Sampai dengan 6 kg sebesar’ e Rp. 8.000,-

b Lebih dari 6 kg s/d 20 KQ SBDESEE fusxususssususnssssu mocs smmsvnsssssws e5od Rp.,9.000,-

o ‘ Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar et oo et .RP. 110.000, -

d. Lebih dari 150 K SEDESAN ...t Rp. 11.000,-

O . i
I
Lok

Bantuan khusus penjagaan yang bersn‘at komersial kepada swasta selama "4 jam atau
kur,ang sebesar Rp. 50.000,- (lima pulqh ribu rupiah).
Bantuan penjagaan yang bersnfat non komerSIal kepada swasta dan mstansn pemerintah

- diluar Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selama 24 jam atau kurang setiap unit

sebesar Rp. 40. OOO (empat puluh’ r|b|.1 rupiah).

Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka
1 dan 2 diatas, 'dibebani penggantlan harga bahan bakar selama berlangsungnya
pemompaan sebesar Rp. 25.000;- (dua puluh lima ribu).

Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga tidak termasuk penggantian
bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima
belas ribu rupiah).

- Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, dikenakan pungutan uang

kilometer untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil - unit pemadam
kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) per kilometer. :

Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem
pemancar air sprinkle/drencer dan alarm sebesar :

1.
2.

hPON=

Hydrant dan House Reel sebesar ......i...cccoccoiiiiiiiiiiiiiiiii Rp. 4.000,-

Alarm Otomatis :

a. Sampai dengan 10.000 M% ........cocooiiviiiieeeeeeeeee e, Rp. 50,-/m?

b. Lebih dari 10.000 m?~40.000 M? .......ccoovivieiirrieie s Rp. 25-/m?

Sprinkler Otomatis :

1) Sampai dengan 10. OOO N2 e, Rp. 75,-/m?

2) Lebih dari 10.000 m? s/d 40.000 M? oo e Rp. 60,-/m

3) Lebihdari40. 000 m? .....ccccoveveeeeeeeieeen, SRR Rp. 50,-/m?
Retribusi Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya

Bahan-bahan yang mudah meledak . ...essssssmmsmassssmmssmmmsssm oo pevsyeves Rp. 50,-/Kg

Bahan-DaNan DEIAGCUT. ..vu ververnsversvurannanananrmmmns vassnnmnss smessssis o556 5o s ssn 56 455505085 508 Rp. 40,-/Kg

Bahian-bahan penisak (COroSIVe) - wrmsnmsmsmmsam s e sesmampsor Rp. 30,-/Kg

Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala............ccocccvenen. Rp.20.000,-

/ton

o

Bahan-bahan yang karena panas kebakaran benda lainnya
akan mudah menyala..........coeoeeniinnne e Rp. 4.000,-/ton



V. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan
bangunan : il
1. Sampal dengan 10.000 m2.............. R Rp. 50.-/m?
2. Lebih dari 10.000 m? s/d 40.000 m2 "‘.Ii Rp. 40.-/m?
3. Lebih dari 40.000 M2 ........coooiiiiiiie bt :Rp. 30.-/m?

BUPATI NIAS SELATAN,

IDEALISMAN DACH]I
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| O RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA '
- I Biaya cetak peta berdasarkan skala .
L a. skala1:10.000 sebesar............ ... et Rp. 25.000,-
' b. skala1:20.000 SEDESAN.............ccoeoeeieieee Rp. 12.500,-
: c. skala1:100.000 sebesar........... f .......................................................... Rp. 6.000,-
i d. skala1:500.000 Sebesar...............ioc oo Rp. 4.000,-
e skala 1:1.000. 000 SEDESAN. .. Rp. 2.000,-
S i‘i C
II. Besarnya retribusi berdasarkan gambar sitUasi adalah : ‘
a. Luas tanah s/d 100 M... e o RP. 16,000,
b. Luas tanah lebih dari 100 s/d 500 M2 e RP. 20,000,
c. Luas tanah lebih dari 500 s/d 1000 l\/l2 Rp 30.000,-
d. Luas tanah lebih dari 1000 s/d 2000 Mo corieieee . R 40.000,-
e. Luas tanah lebih dari 2000 s/d 3000 M2...................coccccvovoeo oo Rp.  50.000.-
f.  Luas tanah lebih dari 3000 s/d 4000 M?.......................cco oo R, 60.000,-
g. Luas tanah lebih dari 4000 s/d 5000 Mz ceeiriiieiiiieiien Rp. 70.000,-
h. Luas tanah lebih dari 5000..............c.cocoivoioeeeees oo Rp. 70.000,-
dan-dipungut tambahan retribusi untuk s/d 1000 M..............................Rp.  7.500,-
. Besarnya Retribusi pengandaan peta adalah :
a. PetaManual ......... U RpL 2,+/luas 1 em?
b. Peta Digitasi Hitam Putih.................... RSSO Rp. 10,-/luas 1 cm?
C. Peta Digitasiberwarma..........c...oooooiiiiioeee e Rp. 20 ,-/luas 1
2
cm
IV. Khusus untuk‘Kepentingan perr erintah dikecualikan dari pungutan retribusi ini.
BUPATI NIAS SELATAN,
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i RETRIBUSI PENYEDIA N QAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Untuk' bangunan tempat tinggal Rumah Tangga Rumah Toko, Kedai,

Rumah Makan dan Tempat Dagang, bangunan sosial, sekolah

dan rUMAN SAKIL ..ot o Rp. 90.000,-/tangki
Kantor Pemerintan/Swasta ...................... ' j .................................................. Rp. 120.000,-/tangki
Hotel/Penginapan, Bloskop, Gudang, Restoran, Swalayan... ...Rp. 175.000,-/tangki
Pasar dan Terminal... . Rp, 150.000,-/tangki

BUPATI NIAS SELATAN,
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RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Instalasi Pengolahan Limbah Cair

a. volume limbah 0 s/d 200 m3/bulan................cc.ccooevveeeeceeeoo ... Rp. 15,-/m3
b. volume limbah 201 m3 s/d 500 m3/bulan.....................................Rp. 20,-/m3
c. volume limbah 501 m3 s/d 750 m3/bulan....................................Rp. 25,-/m3
d. volume limbah diatas 750 m3/bulan...............cccooceeeveeeee ... Rp. 30,-'m3
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